
 

Bupati Mandailing Natal Uji UU Pilkada 

Jakarta, 13 Oktober 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil 

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digerlar 

pada Kamis (13/10), pukul 11.00 WIB. Permohonan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh   

Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution terkait norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8). 

 

Pemohon yang merupakan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang dilantik pada 22 Juli 

2021. Berdasarkan UU 10/2016 khususnya Pasal 201 ayat (7) berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 

Tahun 2024” dan ketentuan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. 

 

Pemohon berpendapat pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 karena mengakibatkan tidak 

diperolehnya perlakuan yang sama bagi semua Kepala Daerah, khususnya tentang masa waktu untuk 

menjabat dan mengabdi sebagai Kepala Daerah sangat inkonstitusional berkaitan dengan kepastian hukum 

pengaturan dan pelaksanaan Pemilu. 

 

Sehingga, Pemohon berkeyakinan pada Pemilukada Tahun 2024 lebih tepat apabila 270 Daerah yang belum 

genap 5 (lima) tahun menjabat dilanjutkan hingga selesai waktu (masa) 5 (lima) tahun, baru kemudian untuk 

menunggu Pemilu Tahun 2029 8 seluruh kepala daerah yang habis masa baktinya di lanjutkan oleh Penjabat 

(PJ) hingga 2029. (TIR) 

 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)   

http://www.mkri.id/

